]

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PUSKESMAS PADA LINGKUNGAN

wn

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
TAHUN 2016

WALIKOTA PADANG,

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, kesehatan merupakan
salah satu urusan wajib yang telah diserahkan pada
kabupaten /kota;

Bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat akan
sarana pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memudahkan
operasionalisasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
Puskesmas International Orgamnization for Standardization (13QO) dan
Puskesmas ter-akreditasi tahun 2016-2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
perubahan status Puskesmas pada Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Padang tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadva Padang (Lembaran Negara Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2014 tentang Puskesmas;



Menetapkan

KESATU

- KEDUA

8. Keputusan Direktur Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1911 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar (PONED);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

. Perubahan Status Puskesmas pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kota

Padang Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Juli 2015

>
TA PADANG,

LDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Menteri Kesehatan RI di Jakarta;

Ketua DPRD Kota Padang;

Inspektur Kota Padang;

Kepala Bappeda Kota Padang;

1.
"2,
3.
4.
3.

Pertinggal.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR Z(73 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN STATUS PUSKESMAS PADA
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

TAHUN 2016

PERUBAHAN STATUS PUSKESMAS PADA LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

TAHUN 2016
Jumilah
Nama Puskesmas Penduduk Status Lama Status Baru
Puskesmas Andalas 82.609 jiwa Puskesmas Non Puskesmas
Rawatan Rawatan (mampu
PONED)
Puskesmas Anak Air 32.431 jiwa Puskesmas Non Puskesmas
Rawatan Rawatan (mampu
PONED)
Puskesmas Lapai 32.770 jiwa Puskesmas Non Puskesmas
Rawatan Rawatan (mampu
PONED)]
Puskesmas Pembantu 29.273 jiwa Puskesmas Puskesmas Parak
Parak Karakah Pembantu Parak | Karakah
OTA PADANG,

MAHYELDI




WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 164 TAHUN 2015

TENTANG

PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK
KENDARAAN DINAS RODA DUA MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang @ a. bahwa kendaraan dinas roda dua vang telah dihapus dari
daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang scbagaimana
tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 310
Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, tentang
Penghapusun Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota
Padang, dilakukan penjualan/pelelangan terbatas kepada
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang:

b.  bahwa kendarzan dinas operasicnal yang sudah dibeli dan
dilunasi  sesum dengan  harga vang telah ditctapkan
berdasarkan Berita Acara Panitia

Penjualan/Pemindahtanganan  Barang Inventaris  Milik
Pemerintah Kota Padang Nomor 03-17/BAP/Panitia-
Lelang/VI-2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan
Pemenang Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Roda Dua
Milik Pemerintah Kota Padang, dapat dilakukan pelepasan
hak milik;

bahwa berdasarcan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a dan hurul b, perlu menctapkan Keputusan
Walikota tentang Penjualan/Pelelangan Serta Pelepasan Hak
Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Kota Padang
Kepada Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemcrintah Kota
Padanrg;

e

Mengingat S Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom  Kota Besar Dalam  Lingkungan Dacran
Propins: Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1836
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kecuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor o, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43335);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 44 38);
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Menetapkan
KESATU

EJI

10.

L1,

12,

13.

14.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sechagaimana
telah diubabh dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Naomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [l
Padang {(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5233);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan
dan  atau Pemindahtanganan Barang-barang  yang
dimiliki/ dikuasai negara,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tenitang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Padang {Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5
Tahun 2015 {Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 20135
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan
Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah
Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor
4);

Keputusan Waliketa Padang Nomor 41 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Panitia Pernjualan/Pemindahtanganan Barang
Invenlaris Milik Pemerintah Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menjual/melelang serta melepaskan hak kendaraan dinas roda
dua milik Pemerintah Kota Padang kepada Pegawa) Negen Sipil
di lingkungan Pemerintah Kola Padang, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Keputusan ini.



KEDUA :  Kepada DPegawair Negeri Sipil scbagaimana dimaksud pada
diktum Kesawa, diperkenankan untuk balik nama kendaraan
alas narma sendir:.

KETIGA . Bilaya balik nama kcndaraan scbagaimana dimaksud pada
diktum Kecdua, dibebankan kepada masing-masing Pecgawal
Neger: Sinil selaku pembeli kendaraan/pemenang lelang.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal % JolLi 2015

WA OTA PADANG,

MAHYELDI

“embusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur kota Padang
3. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip



KEPUITUSAN WAL ITROTA PATEANG

NOMOR 264 TAHUN 015

TENTANG PENJUALAN, PELELANGAN SERTA PELEPASAN HARK

KENDARAAN DINAS RODA DA MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

KEPADA FTEGAWAL MEGERT SIPHL DE LING R ORGAN PEMERINTAH KOTA PALANLG

LAMPIRAN ' \

PESIUALAN  PELELANGAN SESTA PELEPASAN HAK KENDABEAAN DINAS BODA DUA MILIK PEMERINTAH ROTA PADANG Iﬂ
REPADA PEGAWAL NEGERT SIFL 1N LINGEUNCGARN PEMERINTAH KOTA PADANG |'J
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